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Perihal : Penjelasan Surat Keterangan

Izin Peninjauan (SKIP) Kepada Yth.

{. Para Calon Pemohon
Kuasa Pertambangan
2. Para Calon Penanam
Modal Asing dibidang
Pertambangan Umum
di
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan adanya beberapa penafsiran yang menyangkut Surat
Edaran Menteri Pertambangan dan Energi No. 497/M. 103/STH/1979 tanggal
14 Pebruari 1979 dan surat No. 6126.3081/ 10/S].H/1985 tanggal 16 Nopember
1985 mengenai pedoman pemberian Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP)
maka kami menganggap perlu untuk memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pengertian dan tujuan SKIP :

SKIP adalah merupakan surat keterangan jalan bagi seseorang untuk
memasuki/pengadakan peninjauan umum terhadap suatu wilayah tertentu
dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, tujuannya adalah memberikan
kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mengetahui dan mengenal
wilayah yang akan ditinjau tersebut kemungkinan adanya endapan bahan
galian dalam rangka permohonan Kuasa Pertambangan/Kontrak Karya
tanpa memberikan hak prioritas apapun kepada pemegang SKIP yang
bersangkutan.

2. Instansi yang memberikan SKIP:

I. Direktur Dircktorat Pembinaan Pengusshaan Pertambangan bagi calon
penanam modal asing.
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Direktur Direktorat Pertambangan bagi pengusaha nasional.

Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi dalam wilayah
kerjanya bagi pengusaha nasional.

Gubernur/KDH Propinsi sepanjang wewenangnya di bidang
pertambangan umum Yyaitu bahan galian golongan c.

Persyaratan SKIP :

a.

Bagi pemohon pengusaha nasional tidak diperlukan peta wilayah cukup
menyebutkan Propinsi/ Kabupaten/ Kecamatan terhadap wilayah yang
akan ditinjau.

Bagi pemohon penanam modal asing (swasta asing) harus dilampirkan
peta dan batas-batas wilayah yang akan dikunjungt.

Ketentuan SKIP antara lain :

a.

Sebelum memasuki wilayah yang akan di tinjau harus melaporkan
terlebih dahulu kepada Gubernur/pejabat Instansi setempat lainnya
yang berwenang.

Pemegang SKIP hanya dibolehkan mengambil contoh batuan/minerza!
dari permukaan bumi (Grab sample) tanpa mengadakan penggahan.
pengeboran dan pemetaan.

Pemegang SKIP harus memberikan laporan tentang hasit pe-
ninjauannya.

Pemegang SKIP harus mentaati ketentuan dan persyaratan perundang-
undangan yang berlaku serta petunjuk-petunjuk dari pihak yang
berwajib.

Demikianlah untuk dimaklumi.

DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM
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Tembusan :

Menteri Pertambangan dan Energi.

Sekjen Dep. Pertambangan dan Energi.

Irjen Dep. Pertambangan dan Energi.

Direktur Dit. Teknik Pertambangan.

Direktur Dit. Pembinaan Pengusahaan Pertambangan.
Direktur Dit. Batubara.

Gubernur KDH/ Propinsi di seluruh Indonesia.

Kanwil Dep. Pertambangan dan Energi selurub Indonesia.

l.
2.
3.
4
5.
6.
7
8.

840




